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Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses implementasi Peraturan
Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak,
khususnya pasal 6 huruf a, b, dan ¢ yang berfokus pada upaya pencegahan kekerasan,
penyediaan layanan terpadu, dan jaminan perlindungan terhadap korban kekerasan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Model evaluasi yang digunakan
adalah CIPP (Context, Input, Process, Product) oleh Stufflebeam. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bengkulu dalam melakukan advokasi, menyediakan layanan dan
pendampingan korban, namun pelaksanaannya masih terkendala pada minimnya anggaran
dan sumber daya. Program-program seperti trauma healing dan layanan Generasi
BERLIAN masih dalam tahap perencanaan dan belum terlaksana secara optimal. Evaluasi
ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar lembaga serta alokasi dana yang
memadai untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.
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PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia
yang berdampak luas, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Di Indonesia,
meskipun telah ada berbagai kebijakan perlindungan, angka kekerasan terhadap
perempuan masih tergolong tinggi, termasuk di wilayah Kota Bengkulu. Data kasus dan
laporan dari instansi terkait menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok
rentan yang memerlukan perlindungan komprehensif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bengkulu merespons kondisi tersebut dengan menerbitkan
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan
Anak, yang menjadi landasan hukum dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan.
Fokus dari kebijakan ini tertuang dalam pasal 6 huruf a, b, dan c, yaitu: pencegahan
kekerasan melalui sosialisasi dan pendidikan publik; penyediaan layanan terpadu bagi
korban; serta jaminan perlindungan dan pendampingan yang layak.
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Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut masih menjadi pertanyaan.
Berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang belum
memadai, serta lemahnya koordinasi antar lembaga sering kali menjadi hambatan utama.
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu proses evaluasi kebijakan yang menyeluruh dan
terstruktur untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini mampu memberikan dampak
sesuai tujuan yang ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process,
Product) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model ini dinilai relevan karena
mampu menilai kebijakan secara komprehensif dari aspek konteks kebijakan, sumber daya
yang digunakan, pelaksanaan kegiatan, hingga hasil yang dicapai. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui
wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi.

LANDASAN TEORI

Evaluasi adalah proses memperoleh, memberikan, dan menggunakan informasi
yang bermanfaat dalam menilai berbagai alternatif keputusan. Evaluasi bertujuan untuk
mengukur efektivitas suatu program atau kebijakan guna meningkatkan pengambilan
keputusan yang lebih baik.

Evaluasi merupakan proses pencarian sistematis terhadap nilai atau manfaat
suatu objek, program, atau kebijakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data
guna menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai (Worthen & Sanders
(1987).

Langkah-langkah dalam Teori Rasional, Mengidentifikasi masalah tentang
kekerasan terhadap Perempuan yang terjadi di Kota Bengkulu, kemudian Mengumpulkan
semua informasi yang relevan yang berhubungan dengan kasus kekerasan terhadap
Perempuan yang terjadi di Kota Bengkulu, lalu Menganalisis alternatif kebijakan dalam
mengatasi masalah kekerasan terhadap Perempuan, Memilih kebijakan dengan
keuntungan terbesar dan kebijakan yang menghasilkan Keputusan terbaik, dan
Implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan penyelesaian masalah kekerasan terhadap
Perempuan.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang
mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang
berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk
meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep, dan fenomena. Salah satu
alasan penggunaan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti, di mana metode ini
dapat menemukan dan memahami hal-hal yang tersembunyi dalam gejala yang terkadang

sulit dipahami._
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terletak di Jalan Musium No. 06, Kelurahan
Jembatan Kecil, Kota Bengkulu, berdiri di atas lahan seluas + 800 m?. Sebelum otonomi
daerah, kantor ini berada di bawah naungan Pemerintah Kota Bengkulu. Pada tahun 2014,
kantor ini bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana (BPMPKB). Pada tahun 2015, berubah menjadi Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPPAKB).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2016 dan
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 tahun 2016, pada tahun 2016 berubah menjadi
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Akhirnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Bengkulu Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu
Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bengkulu, nama berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) hingga saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Silvi Holkyah selaku Analis Pemberdayaan
Perempuan dan Anak UPTD PPA Kota Bengkulu pada tanggal 8 Juli 2025, evaluasi proses
program trauma healing menunjukkan bahwa hingga saat ini program tersebut belum terlaksana
secara optimal karena masih terkendala oleh masalah anggaran. Hal ini menandakan bahwa
proses pelaksanaan belum berjalan sesuai rencana, sehingga pelaksana hanya dapat menjalankan
sosialisasi terbatas, seperti menjadi narasumber di SMP dengan materi yang berfokus pada anti-
bullying dan kekerasan

SIMPULAN

Berdasarkan rangkaian wawancara dengan pihak UPTD PPA Kota Bengkulu dan
beberapa korban kekerasan, dapat disimpulkan bahwa program-program yang dirancang
oleh UPTD telah menunjukkan komitmen kuat dalam perlindungan dan pemulihan korban
kekerasan perempuan dan anak, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa
kendala, terutama dari sisi pendanaan dan sumber daya.

Program Advokasi seperti Trauma Healing dan GENERASI BERLIAN secara
konseptual sudah matang dan dianggap penting untuk memberikan ruang aman dan
dorongan psikologis agar korban berani melapor dan pulih. Namun, pelaksanaannya
belum optimal karena masih berada pada tahap sosialisasi dan perancangan, serta terganjal
oleh keterbatasan anggaran.
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Sementara itu, program pemulihan, seperti penyediaan Rumah Aman, pendampingan

di bidang agama, hukum, sosial, dan psikologi, serta kegiatan terapi fisik dan emosional
seperti senam, menyanyi, dan bermain, telah berjalan cukup aktif dan langsung dirasakan
manfaatnya oleh para korban. Rumah Aman terbukti menjadi tempat yang memberi rasa
aman, nyaman, serta memungkinkan proses pemulihan fisik dan emosional berlangsung
lebih intensif dan personal.

Keseluruhan program mencerminkan adanya pendekatan yang holistik, baik dari
aspek psikologis, sosial, spiritual, hingga hukum. Dukungan personal dari petugas UPTD
dan adanya tenaga psikolog juga menjadi kekuatan tersendiri dalam keberhasilan
pendampingan dan pemulihan korban.
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